
LEMBARAN DAERAH 
KOTA  BANDUNG 

TAHUN 
 

: 2008 
 

NOMOR : 08

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG  

NOMOR    08  TAHUN 2008 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) 

TAHUN 2005 – 2025 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA BANDUNG, 

 
Menimbang : a. 

 

b. 

 

bahwa sesuai amanat Pasal 13 ayat (2)Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah 

Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah  

(RPJPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk 

periode 20 (dua puluh) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;  
 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 

perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah  (RPJPD) Tahun 2005 – 2025; 

 

Mengingat 

 

: 1. 
 

2. 
 

3. 
 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota 
Besar di Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah 
Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan 
Wilayah/Daerah); 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang …
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4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 
 

9. 
 

10. 
 

11. 
 

12. 
 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004  Nomor. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4437 jo. Lembaran 
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor  59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia 
Nomor 4844); 
Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 4438); 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005– 2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4700); 
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas 
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 3358); 
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866); 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang 
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 
Peraturan   Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara 
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4664); 

13. Peraturan …
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13. 

 

14. 

 

15. 

 

16. 

 

17. 

 

18. 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, dan Pemerintahan Daerah Provinsi, 

dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

Peraturan  Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 

Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Bandung (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung 

Tahun 1990 Nomor 3 Seri D); 

Peraturan  Daerah  Kota Bandung  Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung 

Tahun 2006  Nomor  07); 

Peraturan  Daerah Kota Bandung Nomor  08 Tahun 2007 tentang Urusan 

Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung 

Tahun 2007  Nomor 08); 

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata 

Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung 

Tahun 2008 Nomor 05); 

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 07) 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG 

dan 

WALIKOTA BANDUNG 

 

MEMUTUSKAN 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG RENCANA 

PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)             

TAHUN 2005 – 2025. 

 

BAB ...
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 

 1. 
2. 
3. 
4. 
 
5. 
 

6. 
7. 
 

8. 
 
9. 
 

10. 
 

11. 
 

12. 
 

13. 
 

14. 
 

Daerah adalah Kota Bandung. 
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung. 
Walikota adalah Walikota Bandung. 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung. 
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 
yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah,  Lembaga Teknis Daerah, 
Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan. 
Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat. 
Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus 
menerus dan terencana oleh seluruh componen di daerah untuk 
mewujudkan visi daerah. 
Pelaku pembangunan adalah Pemerintah (Pusat dan Daerah), Masyarakat 
dan Dunia Usaha. 
Perencanaaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan 
yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan mempertimbangkan 
sumberdaya yang ada. 
Rencana Pembangunan Daerah adalah dokumen yang terdiri dari 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah  Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat 
Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan 
Kerja Perangkat Daerah. 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya 
disingkat RJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 
untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 
Rencana Pembangunan Jangka  Menengah  Daerah yang selanjutnya 
disingkat RJPMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 
untuk periode 5 (lima) tahun. 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, 
adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 
(satu) tahun. 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat 
Daerah yang selanjutnya disebut Renstra–SKPD adalah dokumen 
perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. 

15. Rencana …
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15. 
 

16. 
 
17. 
 
18. 
 

(1) 
 

(2) 
 

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disebut Rencana Kerja SKPD  atau Renja-SKPD adalah 
dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah  untuk periode 1 
(satu ) tahun. 
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada 
akhir periode perencanaan. 
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 
Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang 
dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan.  

 
BAB II 

RUANG LINGKUP RPJPD TAHUN 2005 – 2025 
Pasal 2 

 

RPJPD tahun 2005–2025 adalah rencana 20 (duapuluh) tahun yang 
menggambarkan : 
a. visi, misi, tujuan  daerah yang dijabarkan ke dalam tujuan, strategi, dan 
b. tahapan pembangunan jangka panjang. 
RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam 
Penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala 
Daerah terpilih. 
 

BAB III 
SISTEMATIKA RPJPD TAHUN 2005 – 2025 

Pasal 3 
 

Sistematika Penyusunan RPJPD Tahun 2005–2025 sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai Berikut : 
BAB I       :  PENDAHULUAN 
BAB II      :  GAMBARAN UMUM KOTA BANDUNG 
BAB III : VISI, MISI  DAN  ARAH PEMBANGUNAN KOTA 

BANDUNG 
BAB IV    : ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN 
BAB V     :  PENUTUP 

 
Pasal 4 

RPJPD Tahun 2005–2025 sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Pasal ...
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Pasal 5 
RPJPD Tahun 2005–2025 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 
merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan 
pembangunan dan pelayanan publik. 

BAB IV 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal 6 

 

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP 

Daerah. 

 (2) Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPJP sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) dilakukan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 
BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

 

Peraturan Daerah ini berlaku pada  tanggal diundangkan. 

 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kota 

Bandung. 

 

Ditetapkan di Bandung 

 pada tanggal  26 Mei 2008 

 WALIKOTA BANDUNG, 

 

DADA ROSADA 
Diundangkan di Bandung 
pada tanggal  28 Mei 2008 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG 

 
EDI SISWADI 

 

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2008 NOMOR  08 
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